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ABSTRAK

Polisi lahir dari dalam masyarakat dan merupakan bagian dari kelompok
sosial, yang sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan dari
segala peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Permasalahan dalam tulisan ini
adalah 1. Bagaimana Proses pencgakan hukum terhadap anggota Polisi yang
menjadi Pelaku Tindak Pidana?, 2. Mengapa Anggota Polisi yang melakukan
Tindak Pidana Tidak Lagi didalam Peradilan Militer?

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian proses penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang
menjadi Pelaku Tindak Pidana tindak pidana yang dilakukan oleh anggota
kepolisian akan di proses perkara dalam sidang peradilan umum, setelah adanya

dan selesai menjalankan sanksi yang diterima, selanjutnya anggota polisi
akan menjalankan sidang peradilan kode ctik dengan sanksi pemecatan secara
tidak hormat. Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Tidak Lagi didalam
Peradilan Militer bahwa terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika, menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang
"~ dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaian sendiri atau
~ bisa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional menctapkan pribadi-pribadi

polisi i faktor sentral dalam menegakan hukum. Adapun penjatuhan sanksi

1k disiplin diputuskan dalam sidang disiplin, dalam tindak pidana

valahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian telah melanggar

in dan kode etik kepolisian.

~ Simpulan anggota Polisi yang menjadi Pelaku Tindak Pidana tindak

' , akan di proses perkara dalam sidang peradilan umum, anggota Polisi yang
nelakukan Tindak Pidana Tidak Lagi didalam Peradilan Militer.

* Saran Bagi aparat penegak hukum, scharusnya mentaati aturan-aturan

an serta dalam kode etik kepolisian,

negota Polisi, Peradilan, Tindak Pidana.
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Berdasarkan hasil analis;

1815 pada bab-bab diatas maka dapatlah suatu

~ esimpulan dan dapat diberikan saran.
A. Kesimpulan

saran sebagai berikut :

1. Proses pene '
R : d::l:d::l:dn;n terhadap.anggota Polisi yang menjadi Pelaku
a yang dialkukan oleh anggota kepolisian akan
di proses perkara dalam sidang peradilan umum, setelah adanya putusan
dan selesai menjalankan sanksi yang diterima, selanjutnya anggota polisi
akan menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan

secara tidak hormat.

2. Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Tidak Lagi didalam

Peradilan Militer bahwa terhadap anggota polisi yang melakukan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika, menurut Undang-undang Kepolisian
Nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi

~ wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut

g
3
ity

ilaian sendiri atau bisa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional

ankan pribadi-pribadi polisi sebagai fakior sentral dalam menegakan

\dapun penjatuhan sanksi hukum disiplin diputuskan dalam sidang
alam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang w
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